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NOMOTT 3P TAIiUTT 2AL9

TENTANG

ORGAi.iiSASi DAN TATA KERJA

DEWANPENGAWASRUMAHSAKITUMUMDAERAH
PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

DENGAN RAIIMAT TUIIAN YANG MAIIA ESA

GUBERISTIR ISUSA TEITGGARA TThil['R'

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengawasan dan

pengendalian internal terhadap pejabat pengelola

Rr.rmah Sakit Umr.rm Daerah Prof' DR' W' Z'

Johannes Kupang yang telah menerapkan pola

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum

Dearah, perlu dibentuk Dewan Pengawas;

b. bahw-a sesuai ke'uentuan Pasal i5 'ayat (1)

PeraturanMenteriDalamNegeriRepublik
irrcionesia Nor-rror' 79 Tahut 2ai8 teniang Badan

Layanan Umum Daerah, Kepala Daerah dapat

tnembentuk Dew-ai r Pengaw-as;

c. bahwa dalam rangka pembentukan Dewan

Pengaw-as RSUD sebagaimana ciimaksuci pada

huruf b, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata

t,,.-l -neIJa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

ciiinaksuci daiarn irur-uf a, iruruf b rian irurui c,

perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Oi.ganisasi riair Tata Kerja Dewair Petrgawas

Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W' Z'

ioiiannes KuPaiig;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tengara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomoi' 11.5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor l6a9l:'



Undang-Undaiig iilotnor 23 Tairun 2014 ietrtatrg

Pemerintahan Daerah (lrcmbaran Negara Republik

Iirdoiiesia Ta,irurr 20i4 iionor 244, Tatnbabant

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagairrana telah diubair beberapa kali dengatr

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Per-trbaiiatr Ketlua Atas Und;ulg-Uiidang Noirior 23

Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lertri-raran iilegara Rcpubiik indonesia Tahurr 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Irrrjotresia Norrtor 5679i;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tcrriang Baciatr Layarian Urnulrr Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O18

Nornor i2 i3i;

iienetapkan

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun

2Al4 'tcrr'tarrg Dcwart Fcrrgawas Rurrratr Sakii

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

l.iornor'360);

MEMUTUSKAT{r

PERATURAS GUtsERffUR TEilTANG ORGAflISASI DAN

TATA KER.'A DECTAN PENGAWAS RTIMAH SAICT UMUM

DAERAII PROF" DR. W. Z. JOHAIYI{ES I(UPANG.

BAB I
KETEilTU'AI{ UMUM

Pasal I
Daiam Peratural Gubernur ini yang ciimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat

ciaerah iingi<up Pemerintah Provinsi iiusa Tenggara Timur.

4. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang

seianjutnya disebut RSUD acialah rumah sakit milik pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur.

5. Direksi Rumah Sakii Umum Daerah yang seianjuinya disebut Direksi

adalah pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Prof' DR. W. Z. Johannes

Kupang yang terciiri dari Direkiur dan Wakil Direktur.

z.

.).



o. Dir-ektur Rurnaii saki'L urnuin Daerah yang seianjutnya disebu't Dir'ekiur

adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Frof' DR' W' Z' Johannes

Kupatrg.

WakilDirekturRSUDyangselanjutnyadisebutWadiradalahwakil
DirekturRsUDProf.DR.w.z.JolratrrresKupangyarrgterdiridai.iWatiir.
Pelayanan, Wadir Keuangan dan Umum dan Wadir Penunjang Pelayanan'

Barlan Layanan Uinum Daei'ah yang selanjutrrya disirrgkat BLUD adalaii

sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah

<lalarn rrrcmbcrikarr pciayarlan kcpatia trrasyarakat yang rrlernpurryai

fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari

keterrtuarr pengcloiaan tiacraii pada urnurrrrrya'

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan

dengarr rtrcrrcrapkart praktek'oisrris yairg seha't'

Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi

berciasarkarr kairlah-kaiciair riianajcrrrell yallg baik daiarn rarrgi<a

pemberian pelayanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya

sairrg.

Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut

DewartPerrgawasadalairurri|rlorrstruk.turalpatiaRurrlairSakiiUlrtuttr

Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang melakukan pembinaan

tiarrpcrigawasarrBLUDtlarrrulllairsakitsccarainterrraiyarrgbersiia|
non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat' unsur

organisasi proiesi clarr/atau unsur asosiasi pcrurrairsakiian scrla unsur

oemilik rumah sakit.

7.

o.

9.

10.

11.

BAB II
ORGAJTISASI DAN TATA KERJA

Paragrai i
Kedudukan, F ungsi dan Tugas Serta Kcwenangan

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

(1) Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat

inciepe ncie n.

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' dibentuk dan

bertanggung jawab kepada pemilik RSUD.

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' ditetapkan

dengan Keputusan Gubernur.

(41 Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diusulkan oieh Direkfur.

(2)

(3)



(1)

Bagian Kedua

Fungsi dan Tugas

Pasal 3

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi

inelakukair pembinaaii daii peirgaw-asail notrteknis perutnahsakitatr

secara internal pada RSUD.

Keputusan Dewan Pengawas bersifat koiek-r-if kolegial.

Pa'sat 4

(1) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

Dervan Pengawas bertugas :

a. mengusulkan kepada Gubernur arah kebijakan RSUD;

b. men5retujui dan irieiigaw-asi peiaksailaair reircatra siraiegis;

c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;

rj. iirenga-w-asi pelaksarraan keritjali niuiu riaii kendaii iriaya;

e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;

f. tnet-rgawasi tjati trrei-1jaga irak tlatr kewa,iiirau RSUD;

g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi'

cia-rr 1:era t.urar t Irerur rciang-ul r rJari garr; tiarr

h. melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan RSUD sesuai

kc ie r r t uari prerA i urari ;ierurtciarig- u riciarlSari'

(21 Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas sebagaimana

clirnaksud parJa ayat (li rrielapurkarr kepada Gubernur paiirrg sedikit i
(satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketigia

Kewenangan

Pnsal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan

Pengawas mempunyai wewcnang :

a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan

keuangan RSUD dari Direkiur;

b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan

pemeriksa internal RSUD, ciengan sepengetahuan Direktur dan

memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;

c. meminta penjelasan dari Direksi cianiatau pejabai manajemen lainnya

mengenai penyelenggaraan pelayanan di RSUD dengan sepengetahuan

Direktur sesuai dengan peraturan internal RSUD atau <ioirumen Foia Tais.

Kelola;

\zt



I

d. merrrberikan lekouendasi perbaikan terhadap pengelolaatr RSUD;

e. memberi tanggapan atas laporan komite mutu dan keselamatan pasien;

f. melakukan review berkala terhadap rnisi RSUD sesuai dengan regulasi;

dan

g. rnemberi per'setujuan atas strategi datr progratn pendidikarr, peneiitian

staf klinis dan pengawasan mutu program pendidikan.

Paragraf2

Keanggotaan dan PemblaYaan

Bagiat Kesatu

Jumlah

Pasat 6

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling tinggi 3 (tiga) orang atau 5 (lima)

vr q116.

(2\ Jumlah anggota Dewan Pengawas paling tinggi 3 (tiga) orang

sebagaimana <iimaksud pacia ayat (i) untuk RSUD yg memiiii<i :

a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi arggaran 2 (dua)

tahun terai<hir, sebesar Rp. 30.O0O.0OO.0OO,0O (tiga puluh miliar

rupiah) sampai dengan Rp.1OO.0O0.OO0.O00,OO (seratus miliar

rupiah); atau

b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar

Rp. 150.0O0.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai

dengan Rp. 500.OO0.O00.0O0,0O (lima ratus miliar rupiah).

(3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paiing tinggi 5 (lima) orang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk RSUD yg memiliki :

a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi €rnggaran 2 (dua)

tahun terakhir, besar 'dari Rp. 1O0.00O.00O.000,O0 (seratus miliar

rupiah); aiau

b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari

Rp. 5OO.0OO.00O.00O,00 (lima ratus miliar rupiah).

Bagian Kedua

Unsur

Pasal 7

(1) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

a)'at (1) terdiri atas unsur :

a. 1 (satu) orang unsur pemilik RSUD;

b. 1 (satu) orallg ullsur organisasi profesi dan/atau urisur asosiasi

perumahsakitan; dan

c. I (satu) ot'allg urtsul' tokoh tnasyarakat.



(21 Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimasuk dalanr Pasal 6 ayat

(2) terdiri atas unsur :

a. 2 (dua) oral)g unsur peurilik RSUD;

b. 2 (dua) oraig unsur organisasi profesi dan/ atau unsur asosiasi

perutnahsakitatr; dan

c. 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat.

Bagtan Ketiga

Syarat

Pasal 8

(1) Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

a. sehat jasmtrni dan rohani;

b. memiliki keahlian, kepemimpinan, pengalaman, integritas,

memahami masalah yang berkaitan dcngan perumahsakitan dan

BLUD, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan

mengembargkan RSUD;

c. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan

tugasnya;

d. memahami penyelenggaraan pemerintahan;

e. berijazah paiing rendah strata satu (S-ii;

f. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau

komisaris yang dinyatakan bcrsaiah sehingga penyebabkan badan

usaha yang dipirnpinnya dinyatakan pailit;

g. ticiak pernah dihukum karena melalukan tindakan pidana;

h. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggara

RSUD; dan

i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah

atau calon w:rJ<il kepaia daerah dan/atau calon anggota legislatif'

Bagian Kcempat

ilasa Jabatal
Pas.l 9

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas adalah selama 5 {lima) ta}run dan

dapat dlangkat kembali untuk 1 {satu) kali masa jabatan berilc:tnya.

Bagian Kelirna

Sekretarls Dewan Pengawas

Pasal 10

(1) Untuk rnendukurrg kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Petrgawas,

Direktur mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas.

(21 Sekretaris Dcwan Pengawas sebagaitnaria dirnaksuti pada ayat (1)

bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas'



(3) Sekretaris Dewan Petrgawas sebagaimatra dimaksud pada aya'r- (i) bukatr

merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai

Dewarr Petrgawas.

Bagian Keenam

Penblayaatr

Pasal 11

(1) Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan

Pengan'ras dan Sekretaris Delvan Pengan't'as dibebankan pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran RSUD dan dimuat dalam RBA.

i2l Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang ditetapkan sebagai

berikut:

a. honorarium ketua Dewan Pengawas (merangkap anggota) paling Linggi

40% (empat puluh persen) dari eaii dan iunjalgan Direktur;

b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling tinggi 36% (tiga puluh

enerm perseni dari gaji <ian l-unjangan Direklur; ciern

c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling tinggi 15% (lima belas

pcrsen) dari I,aji dan tunjangan Direktur.

BABn'
PEDIBERHEI{TIAN DAIY PEN(X}AJTTIAIT

Pasal 12

(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:

a. rrrenirrggai duLnia;

b. masa jabatan berakhir; atau

c. diberherrlikan sewaktu-waktu.

(21 Anggota Dewan Pengawas RSUD yang diberhentikan sewaktu-waktu

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurr-ti c karena :

a. tidak dapat melakukan tugas dengan baik;

b.'Lidak rneiaksartakan kctcntuzm perai,uran perundang-undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD;

cl. tiinyatakan bersalair dalam putusan pengadiian yang i-clah

mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. mernpunyai bcrrtr.ran kcpe iingan dcrigan RSUD; dan/aiau

f. mengundurkan diri.

Pasal 13

(1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sewaktu-

wal<tu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (21, dilakukan

penggantian anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksu<i daiam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.



t2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan

Pengawas yang digatrti.

BAB V

I(ETEIVTUAI{ PEISUTT'P

P$el 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor

45 Tahun 2010 tentang Pedoman Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum

Daerah Rumah snldt Umum Daerah Prof. DR. W' Z. Johanncs Kupang (Berita

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur O48) dinyatakan tetap berlaku, kecuali

Pasal 34, Pasal 35, Pas:il 36, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39.

Par.l 15

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 g tv"ueob.t' 2Ol9 I

|,cunnnnun NUSA TENGGARA TIMUR/
tt/\>

/".to* 
BUIrGTILU LlusKoDAT

Diundangkan di Kupang
pada tanlgal u € fr,ovzro-locr 2}lg

/""**"to*ts DAERAH

POLO MAING

RITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR J

PROVINSI

:1." 
*nMUy


